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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 

memiliki nomor induk pegawai secara nasional.. Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas melaksanakan 

kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang 

professional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014).  

Dalam upaya pengembangan Aparatur Sipil Negara, Simamora (1997:342) 

mengungkapkan dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain,yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia itu sendiri. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan 

kompetensi yang dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. 

 Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu 

dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara 

berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bentuk 

orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 ayat 

4). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi tersebut 

diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan penataran. 

Di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 04 Tahun 2013 dijelaskan bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
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berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan 

berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar. 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2010 

menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

ketrampilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan adalah dengan menugaskan pegawai negeri sipil tertentu untuk mengikuti 

tugas belajar. 

Kedudukan dan peranan dari PNS dalam setiap organisasi pemerintahan 

sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan 

dalam melaksanakan pembangunan nasional, perananan dari PNS diistilahkan 

dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the gun, the man behind the gun, yaitu 

bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. 

Senjata yang modern tidak berarti apa-apa apabila manusia yang dipercaya 

menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. 

Upaya pengembangan kualitas merupakan suatu keharusan dalam 

pemerintahan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan 

pekerjaaannnya. Permasalahan yang terjadi dalam struktur birokrasi Indonesia 

adalah rendahnya kualitas PNS dan kurang memiliki daya saing dalam 

menghadapi era globalisasi. 

Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau 

instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang 

paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut 

dibandingkan dengan sumber daya - sumber daya lainnya. Karena manusia 

memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau 

instansi tersebut.Apa yang dilakukan oleh SDM sejauh mana pencapaian atas apa 

yang dilakukan disebut juga kinerja. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar, 

2005:67). Menurut Anwar (2005:67-68), salah satu faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja, yaitu Faktor Kemampuan (ability). Secara psikologis, 

kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 
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kemampuan reality (knowledge + skill).Pengetahuan dan keahlian dapat diperoleh 

melalui pendidikan baik itu pendidikan formal ataupun non formal. 

Hasibuan (2003:72-73) menyebutkan bahwa jenis pengembangan sumber 

daya manusia dibagi dua yaitu: secara formal dan non formal. Pengembangan 

SDM melalui jalur formal biasanya dilakukan melalui program pendidikan 

sarjana, magister, doktor, maupun sekolah lagi ke luar negeri.Berdasarkan sumber 

pembiayaannya dapat dilakukan dengan tugas belajar yang dibiayai oleh 

pemerintah dengan beasiswa. 

Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti yang di ungkapkan 

oleh Sedarmayanti (2007:167) adalah untuk menghasilkan kerangka kerja yang 

bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di 

mana karyawan didorong belajar dan berkembang. 

Sedangkan Sikula (dalam Martoyo:1994:33) menyebutkan 8 (delapan) 

jenis tujuan pengembangan sumber daya aparatur, yaitu : Productifity 

(produktifitas personil organisasi), Quality (kwalitas produk organisasi),human 

resources planning(perencanaan sumber daya aparatur), Morale(semangat 

personil dan iklim organisasi), Indirect compensation(meningkatkan konpensasi 

secara tidak langsung), Healty and safety (kesehatan dan keselamatan kerja), 

Absolescence prevention (pencegahan merosotnya kemampuan personil) dan 

Personal growth (pertumbuhan kemampuan personil).  

Dengan adanya pengembangan seseorang lebih mudah melaksanakan 

tugasnya sehingga akan lebih baik dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran 

bagi organisasi. Lebih lanjut Martoyo (1994:61) mengatakan manfaat nyata dari 

program pengembangan sumber daya aparatur adalah sebagai Menaikan rasa puas 

pegawai, Mengurangi pemborosan, Mengurangi ketidakhadiran dan turn over 

pegawai, Memperbaiki metode dan sistem bekerja, menaikan tingkat penghasilan. 

mengurangi biaya–biaya lembur, mengurangi keluhan pegawai-pegawai, 

mengurangi pemiliharaan mesin–mesin, mengurangi kecelakaan–kecelakaan, 

memperbaiki komunikasi, meningkatkan pengetahuan serbaguna pegawai dan 

menimbulkan kerjasama yang lebih baik. 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatur mengenai pengembangan 

Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal ini dengan Peraturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa, dan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas 

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti pendidikan pada suatu 

perguruan tinggi negeri baik dalam maupun luar negeri yang berpendidikan SMA, 

D.1, D.2, dan D.3,  untuk melanjutkan ke S.1, dari S.1 melanjutkan ke S.2 dan 

dari pendidikan S.2 melanjutkan ke S.3. Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan penugasannya 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  

Data Desember 2017 jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan sebanyak 16.060 orang. Dengan jumlah sebanyak 16.060 orang 

tersebut tentu mempunyai potensi untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukan alokasi anggaran untuk PNS yang akan 

tugas belajar tersebut 

Berdasarkan penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa pada tahun 

anggaran 2016 PNS tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan berdasarkan golongan pendidikan sebanyak 40 orang yang 

terdiri dari jenjang D4/S1 sebanyak 1orang, jenjang S2 sebanyak 35 orang dan S3 

sebanyak 4 orang dan mengalami penurunan sampai tahun 2018. PNS yang 

melaksanakan tugas belajar sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

akan diberikan tunjangan tugas belajar berupa biaya pendidikan, biaya pembelian 

buku, biaya penelitian dan penyusunan skripsi/tesis/disertasi dan ujian, biaya 

hidup serta transport pergi mengikuti pendidikan dan kembali setelah selesai 

pendidikan. 

Jenis dan besarnya bantuan biaya tugas belajar yang diterima oleh PNS 

tugas belajar diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 
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16/KPTS/BPKAD/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 kecuali SPP yang besarnya sesuai 

ketentuan Perguruan Tinggi tempat PNS tugas belajar sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

Jenis Bantuan Biaya Tugas Belajar 

 

No. Jenis Bantuan 
Tingkat Pendidikan 

Ket. 
D3 S1 S2 S3 

1. Tunjangan 

Belajar 

500.000 750.000 1.000.000 1.250.000  

2. Uang Buku 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000  

3. Uang 

PKL/Penelitian 

1.000.000 2.000.000 8.000.000 12.000.000  

4. Biaya Hidup 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000  

5. Pembuatan 

Laporan 

(Skripsi/Tesis/De

sertasi) 

1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000  

6. Uang KKN - 1.500.000 - -  

Sumber : BKD Provinsi Sumsel tahun 2018 

 

 Adapun jumlah PNS yang mendapatkan  tugas belajar berdasarkan tahun 

pendidikan dirinci menurut tahun/golongan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan adalah sebagai berikut 

 

Tabel 2 

Jumlah PNS Yang Mendapat Tugas Belajar Dirinci Menurut 

Tahun/Jenjangan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan Keadaan: Januari  2018 

 

No. Tahun 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
D.3 S.1 S.2 S.3 

1. 2016 0 1 34 5 40 

2. 2017 0 1 36 4 41 

3. 2018 0 1 24 5 28 

4 2019 0 1 16 4 21 

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Selatan 2018 
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Adapun Pengelolaan dana tugas belajar dari tahun 2016 s.d 2018 sebagai 

berikut : 

Tabel 3 

Dana Tugas Belajar dirinci menurut jenjang pendidikan 

Keadaan : Januari 2018 

 

No. Tahun 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
D.3 S.1 S.2 S.3 

1. 2016 - 32.000.000 629.850.000 167.250.000 878.791.012 

2. 2017 20.000.000 45.000.000 740.000.000 233.000.000 1.038.000.000 

3. 2018 - 20.000.000 195.000.000 93.000.000 308.000.000 

4. 2019 - 12.000.000 180.000.000 144.000.000 336.000.000 

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Selatan 2018 

 

Memperhatikan data pada table 3, terlihat pengelolaan dana tugas belajar 

dari sebelumnya Rp. 1.038.000.000,- menurun menjadi Rp. 308.000.000,-. 

Permasalahan penurunan dana tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan observasi awal 

disebabkan oleh terbatasnya anggaran, menurunnya jumlah PNS yang tugas 

belajar dan terkait dengan besaran bantuan biaya tugas belajar yang diterima oleh 

PNS tugas belajar. Permasalahan penurunan dana tugas belajar PNS Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan pada Badan Kepegawian Daerah akan menjadi bahan 

penulis untuk meneliti mengenai “Pengelolaan Anggaran Dana Tugas Belajar 

Tahun 2017 Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam 

penelitian ini difokuskan pada perumusan masalahnya Bagaimana pengelolaan 

Anggaran Dana Tugas Belajar Tahun 2017 Di Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Dana 

Tugas Belajar Tahun 2017 Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat dilakukannya dalam penelitian 

ini adalah, sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu Keuangan. 

2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian bagi Pegawai Negeri Sipil maupun bagi Instansi Pemerintah pada 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatanagar lebih baik lagi 

pada masa masa-masa kedepan. 
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